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I. UMUM 

Dalam menjalankan tugasnya dalam pembinaan manajemen Pegawai 

ASN, PPK akan melakukan berbagai keputusan dan tindakan. Realitanya, 

sering kali keputusan dan tindakan yang dilaksanakan oleh PPK tidak 

bisa memuaskan semua pihak. Di sisi lain, dapat juga terjadi kondisi 

dimana keputusan dan tindakan yang diambil PPK dipandang tidak tepat 

karena berbagai faktor, misalnya penyalahgunaan wewenang, PPK 

memiliki konflik kepentingan, PPK tidak/kurang memiliki informasi yang 

memadai sebelum mengambil keputusan, adanya tekanan dari eksternal, 

dan lain sebagainya yang mengakibatkan adanya Pegawai ASN yang 

dirugikan atas keputusan dan tindakan PPK tersebut. 

Dalam rangka melindungi hak Pegawai ASN dan juga meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan mekanisme 

pengaduan bagi Pegawai ASN yang memandang keputusan dan tindakan 

PPK/Pejabat merugikan dirinya. Mekanisme pengaduan dimaksud berupa 

Upaya Administratif. Upaya Administratif tersebut terdiri dari 2 (dua) 

kategori, yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Jika dianggap belum 

selesai, Pegawai ASN bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara. 
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Peraturan Pemerintah ini selain mengatur mengenai Upaya 

Administratif, juga mengatur mengenai BPASN. Pengaturan mengenai 

BPASN yaitu mengatur mengenai organisasi dan tata kerja BPASN. BPASN 

ini merupakan pengganti Badan Pertimbangan Kepegawaian. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah pejabat 

yang berwenang yang menerima pelimpahan wewenang dari 

PPK melalui Keputusan PPK. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

   Cukup jelas. 
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  Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah pejabat 

yang berwenang yang menerima pelimpahan wewenang dari PPK 

melalui Keputusan PPK. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "memperkuat" adalah keputusan yang 

menyatakan memperkuat keputusan yang diajukan Banding 

Administratif oleh Pegawai ASN karena keputusan tersebut 

dari segi hukum dan/atau segi kebijaksanaan sudah tepat. 

Yang dimaksud dengan "memperingan" adalah keputusan 

yang menyatakan memperingan keputusan yang diajukan 
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Banding Administratif oleh Pegawai ASN karena keputusan 

tersebut dari segi hukum dan/atau segi kebijaksanaan belum 

tepat. 

Yang dimaksud dengan "memperberat" adalah keputusan 

yang menyatakan memperberat keputusan yang diajukan 

Banding Administratif oleh Pegawai ASN karena keputusan 

tersebut dari segi hukum dan/atau segi kebijaksanaan belum 

tepat. 

Yang dimaksud dengan "mengubah" adalah keputusan yang 

menyatakan mengubah keputusan yang diajukan Banding 

Administratif oleh Pegawai ASN karena keputusan tersebut 

dari segi hukum dan/atau segi kebijaksanaan tidak tepat. 

Yang dimaksud dengan "membatalkan" adalah keputusan 

yang menyatakan membatalkan keputusan yang diajukan 

Banding Administratif oleh Pegawai ASN karena keputusan 

tersebut dari segi hukum dan/atau segi kebijaksanaan tidak 

tepat. 

  Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 
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Pasal 21 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “memeriksa” adalah memeriksa Banding 

Administratif, tanggapan, dan kelengkapan bahan/bukti yang terkait 

dengan penerbitan keputusan yang diajukan Banding Administratif. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tindakan PPK" adalah perbuatan PPK untuk 

melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam 

rangka menjalankan kewenangannya untuk menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" adalah instansi pusat 

dan instansi daerah. 

Yang dimaksud dengan "instansi pusat" adalah kementerian, lembaga 

pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan 
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kesekretariatan lembaga nonstruktural. 

Yang dimaksud dengan "instansi daerah" adalah perangkat daerah 

provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 

sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 

 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "unit kerja" adalah salah satu unit kerja di 

lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang pegawainya terdiri dari 

PNS yang ditempatkan dan ditugaskan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian Negara. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah pejabat yang 

berwenang yang menerima pelimpahan wewenang dari PPK melalui 

Keputusan PPK. 

 

Pasal 29 

 Cukup jelas. 
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Pasal 30 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

 Cukup jelas. 

 
 

 




